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Personal hygiene, the occurrence of 
whitish, 
young women
Regulation Legislation Endowments to property that is already in endowments 
is prohibited to do exchange (ruislag), excluded when ruislag used for public 
interest in accordance with the general plan spatial layout under the provisions 
of the legislation applicable and does not conflict with sharia. This research is 
descriptive research analysis using normative juridical approach, the research 
literature that focuses on secondary data by conducting a study or a thorough 
analysis and depth to the entire of secondary data adapted to the problem in 
this research. The results showed that to exchange (ruislag) of waqf land for 
business is one from the other forms of legal interest in doing ruislag for waqf 
property which is not stipulated in the regulations of endowments. Based on 
the decision of Judicial Review (PK) The Supreme Court No. 27 PK / AG / 
2008 Nazhir convicted for committing an unlawful act on the land of endow-
ments that is ruislag for the benefit of textile business. Should be Nazhir in do-
ing ruislag to property that is already in endowments guided by the procedures 
and requirements set forth in Regulation Legislation Endowments applicable 
especially Article 41 in Act No. 41 of 2004 on endowments set ruislag only in 
the public interest.
Peraturan Perundang-Undangan Wakaf terhadap harta benda yang sudah 
diwakafkan dilarang untuk dilakukan tukar menukar (ruislag), dikecualikan 
apabila ruislag digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana 
umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Penelitian ini merupa-
kan jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuri-
dis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan pada data se-
kunder dengan melakukan kajian atau pun analisa menyeluruh dan mendalam 
terhadap seluruh data sekunder yang disesuaikan dengan permasalahan dalam 
tesis ini Hasil penelitian menunjukan bahwa melakukan tukar menukar (ruis-
lag) tanah wakaf untuk kepentingan bisnis adalah salah satu dari bentuk lain 
kepentingan hukum dalam melakukan ruislag harta benda wakaf yang tidak 
diatur dalam peraturan perwakafan. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kem-
bali (PK) Mahkamah Agung No. 27 PK/AG/2008 Nazhir terbukti melakukan 
perbuatan melawan hukum karena melakukan ruislag terhadap tanah yang 
sudah diwakafkan untuk kepentingan bisnis tekstil. Hendaknya Nazhir dalam 
melakukan ruislag terhadap harta benda yang sudah diwakafkan berpedoman 
kepada tata cara dan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Perundang-
-Undangan Perwakafan yang berlaku terutama ketentuan dalam Pasal 41 Un-
dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur ruislag hanya 
untuk kepentingan umum.
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Pendahuluan
Wakaf merupakan pranata sosial Islam yang sangat 
potensial untuk diberdayakan dan dikembangkan 
dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pening-
katan kesejahteraan umat. Pertumbuhan dan per-
kembangan wakaf seiring dengan datangnya Islam 
ke Nusantara. Dari masa ke masa regulasi wakaf 
mengalami perubahan dan perkembangan sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat hing-
ga lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya (Buchori, 2014).
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 
1960 (UUPA) telah mencantumkan adanya suatu ke-
tentuan khusus mengenai masalah ini. Sebagaimana 
dalam Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan bahwa per-
wakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan 
peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang di 
maksud dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yang berwu-
jud Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ten-
tang Perwakafan Tanah Milik (Khosyi’ah, 2010). 
Permasalahan yang sering timbul berkaitan dengan 
perwakafan tanah ialah dalam hal dilakukannya 
perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari 
pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Peratur-
an wakaf melarang harta benda wakaf dilakukan 
perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari 
pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. Tetapi 
atas larangan tersebut dibenarkan untuk dilaku-
kan pengecualian/penyimpangannya, sehingga ada 
kemungkinan dilakukan perubahan peruntukkan 
atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud 
dalam Ikrar Wakaf terhadap benda/tanah wakaf. 
Artinya perubahan peruntukan menurut peraturan 
perwakafan dibolehkan dengan syarat-syarat yang 
ditentukan.
Ketentuan yang mengatur ruislag tanah wakaf, ber-
kaitan dengan Nazhir dan Harta benda wakaf telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Ta-
hun 1977. Kemudian juga diatur dalam Kompilasi 
Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No-
mor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Kewajiban Nazhir terhadap harta benda wakaf dia-
tur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pe-
merintah Nomor 28 Tahun 1977 juncto Pasal 10 ayat 
(2) huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Ta-
hun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwaka-
fan Tanah Milik, bahwa Nadzir berkewajiban untuk 
melaporkan, mengurus dan mengawasi kekayaan 
wakaf serta hasilnya, serta membuat laporan secara 
berkala atas semua hal yang menyangkut kekaya-
an wakaf. Apabila laporan yang dimaksud adalah 
mengenai perubahan status tanah milik yang telah 
diwakafkan dan perubahan penggunaannya, Nad-
zir wajib mengajukan permohonan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Agama untuk dilan-
jutkan kepada Menteri Agama cq Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam. 
Sedangkan terhadap harta benda yang hendak di-
lakukan perubahan peruntukan dan penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf, 
menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977, bahwa pada dasarnya terha-
dap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 
dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 
Penyimpangan dari larangan melakukan perubah-
an peruntukan atau penggunaan lain daripada yang 
dimaksud dalam Ikrar Wakaf hanya dapat dilaku-
kan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih da-
hulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
Agama, yakni: (a). karena tidak sesuai lagi dengan 
tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif ; (b). ka-
rena kepentingan umum. 
Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan 
dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ter-
sebut harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/
Walikota, Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat 
Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian 
lebih lanjut.
Kewajiban Nazhir terhadap harta benda wakaf di-
atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Makna ke-
tentuan mengenai kewenangan Nadzir dalam me-
lakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf 
yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
maupun dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf secara signifikan tidak berubah 
apabila ditinjau dari apa yang termuat dalam Per-
aturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini 
terlihat dalam Pasal 220 juncto Pasal 225 Kompilasi 
Hukum Islam dan Pasal 11 juncto Pasal 40 dan Pasal 
41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 
Kewajiban Nazhir menurut Pasal 220 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), Nadzir berkewajiban untuk 
mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan 
wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan 
sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur oleh Menteri Agama. Nadzir diwajib-
kan membuat laporan secara berkala atas semua hal 
yang menjadi tanggung jawabnya tersebut kepada 
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Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 
dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamat-
an dan Camat setempat. kemudian, terkait dengan 
adanya perubahan peruntukkan tanah wakaf. 
Mengenai Harta benda wakaf, Pasal 225 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, pada da-
sarnya terhadap benda yang telah diwakafkan ti-
dak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan 
lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. 
Penyimpangan untuk melakukan perubahan atau 
penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam 
ikrar wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-
-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat per-
setujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama 
Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: (a). 
karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seper-
ti di ikrarkan oleh Wakif; (b). karena kepentingan 
umum.
Sedangkan tugas Nazhir berdasarkan Pasal 11 Un-
dang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah: (a). me-
lakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b). 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; 
(c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 
(d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan 
Wakaf Indonesia. 
Mengenai harta benda wakaf, Pasal 40 Undang-
-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa 
“harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dila-
rang: (a). dijadikan jaminan; (b). disita; (c). dihibah-
kan; (d) dijual; (e). diwariskan; (f). ditukar atau; (g). 
dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”. 
Pengecualian terhadap larangan tersebut juga dia-
tur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004, bahwa, “Ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila 
harta benda wakaf yang telah diwakafkan diguna-
kan untuk kepentingan umum sesuai dengan renca-
na umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertentangan dengan syariah”.
Alasan perubahan atau penggunaan lain dari pada 
yang dimaksud dalam ikrar wakaf terhadap harta 
benda wakaf yang dijelaskan dari berbagai pera-
turan perwakafan tersebut di atas yang signifikan 
untuk melakukan perubahan atau penggunaan lain 
harta benda wakaf adalah alasan untuk kepenting-
an umum. 
Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian 
besar lapisan masyarakat.4 Dalam perkembangan-
nya, makna kepentingan umum lebih diartikan se-
bagai kepentingan bangsa, negara dan masyarakat 
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digu-
nakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Metodologi Penelitian
Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari 
rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Sese-
orang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap aki-
bat dari gejala yang tampak dan dapat dicari pen-
jelasannya secara ilmiah (Ali, 2014). Penelitian ini 
bersifat deskriptif analisis dengan metode yuridis 
normatif untuk menganalisa norma-norma hukum 
yang ada dan melihat bagaimana berlakunya hu-
kum tersebut yaitu hukum yang mengatur menge-
nai tukar menukar (ruislag) tanah wakaf di Indo-
nesia, apakah dalam praktek sudah sesuai dengan 
ketentuan yang ada
Pengumpulan data berupa studi pustaka. Didalam 
penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan 
menjadi tiga golongan karakter kekuatan mengikat-
nya, mencakupi bahan hukum primer, bahan hu-
kum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penerapan Hukum Atas Ruislag Tanah Wakaf 
Yang Dilakukan Nazhir Untuk Kepentingan 
Bisnis
Berkenaan dengan persoalan penggantian dan per-
ubahan benda wakaf terdapat berbagai pendapat 
baik dari ulama maupun dari ahli pada setiap maz-
hab. Menurut Khosyi’ah (2010) bahwa penggantian 
benda wakaf menurut Ulama Fiqh mempunyai pan-
dangan dan alasan-alasan yang berbeda-beda. 
Sedangkan di dalam persoalan dalam penggantian 
diuraikan dalam tiga keadaan, Keadaan Pertama, Jika 
wakif (orang yang mewakafkan) mensyaratkan, baik 
bagi dirinya maupun orang lain, penggantian benda 
wakaf dengan benda lain ketika mewakafkan, atau 
mensyaratkan kebolehan menjualnya, penggantian 
dibolehkan, dan membeli tanah yang lain dengan 
harga yang sama apabila berkehendak. Apabila hal 
itu dilaksanakan, tanah yang kedua menjadi peng-
ganti tanah yang pertama seperti disebutkan dida-
lam syaratnya. Keadaan Kedua, Waqif tidak mensya-
ratkan penggantian, tetapi benda wakaf tersebut 
sudah tidak memilki manfaat dan tidak menghasil-
kan sesuatu sama sekali. Dalam kondisi ini, peng-
gantian dibolehkan jika ada izin dari hakim, dan hal 
yang dilakukan dengan pertimbangan kemaslahat-
an. Keadaan Ketiga, waqif juga tidak mensyaratkan 
penggantian, tetapi dalam benda wakaf terdapat 
manfaat dalam jumlah tertentu, dan jika digantikan 
akan lebih baik dari segi pertumbuhan atau manfa-
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at, yang paling sahih adalah tidak boleh dilakukan 
penggantian.
Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku 
di Indonesia, pada dasarnya, terhadap harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan dilarang dilakukan 
tukar menukar (ruislag). Pemerintah melalui Pasal 
40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wa-
kaf mengatur bahwa, harta benda wakaf dilarang 
untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, 
diwariskan, ditukar,dan diahlikan dalam bentuk 
pengalihan hak lainnya. Akan tetapi, pada Pasal 41 
diatur pengecualiannya, bahwa harta benda wakaf 
dapat ditukar apabila akan digunakan untuk kepen-
tingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata 
Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ber-
tantangan dengan syariah. Kemudian penukaran 
tersebut harus memperoleh izin tertulis dari Mente-
ri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. 
Menurut Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerin-
tah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Un-
dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
dijelaskan mengenai penukaran harta benda wakaf, 
bahwa perubahan status harta benda wakaf dalam 
bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin ter-
tulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbang-
an Badan Wakaf Indonesia. Izin tertulis dari Mente-
ri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan: (a) 
perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan 
untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana 
Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentu-
an peraturan perundangan yang berlaku dan tidak 
bertentangan dengan syariah; (b) harta benda wakaf 
tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan ikrar 
wakaf; dan (c) Pertukaran dilakukan untuk keperlu-
an keagamaan secara langsung dan mendesak.
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf, larangan melakukan 
perubahan status tanah milik yang telah diwakaf-
kan dan/atau pengecualiannya sebagaimana diatur 
melalui Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Ta-
hun 1977, dijelaskan bahwa, pada dasarnya terha-
dap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 
dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 
Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat 
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
Agama yakni, (a) karena tidak sesuai lagi dengan tu-
juan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, (b) karena 
kepentingan umum. Perubahan status tanah milik 
yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaan-
nya sebagai akibat tersebut diatas harus dilaporkan 
oleh Nadzir kepada Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah, cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat 
untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. 
Sedangkan dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Is-
lam (KHI) juga menyatakan bahwa, terhadap benda 
yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peru-
bahan atau penggunaan lain dari pada yang dimak-
sud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentu-
an tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal 
tertentu setelah terlebih dahulu mendapat perse-
tujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama 
Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan: (a) 
karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seper-
ti diikrarkan oleh wakif; dan, (b) karena kepenting-
an umum.
Menurut Limbong (2015), dasar hukum dari pera-
turan pelaksanaan tentang pengaturan pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum, landasan yuridis 
yang digunakan adalah: 130 (a) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; (b) Ke-
putusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum; (c) Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepenting-
an Umum; (d) Peraturan Presiden Republik Indone-
sia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak-
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
(e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Ke-
pentingan Umum, yang diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, 
kemudian diubah dengan Peraturan Presiden No-
mor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana-
an Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
Bidang-bidang yang termasuk kepentingan umum 
menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 adalah: (a) Pertahanan dan keamanan nasional; 
(b) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta 
api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta 
api; (c) Waduk,bendungan, bendung, irigasi, salur-
an air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, 
dan bangunan pengairan lainnya; (d) Pelabuhan, 
bandar udara, dan terminal; (e) Infrastruktur mi-
nyak, gas, dan panas bumi; (f) Pembangkit, trans-
misi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 
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(g) Jaringan telekomunikasi dan informatika peme-
rintah; (h) Tempat pembuangan dan pengolahan 
sampah; (i) Rumah sakit pemerintah/pemerintah 
daerah; (j) Fasilitas keselamatan umum; (k) Tempat 
pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Dae-
rah; (l) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang 
terbuka hijau publik; (m) Cagar alam dan cagar bu-
daya. (n) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/
desa; (o) Penataan permukiman kumuh perkotaan 
dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah dengan status 
sewa; (p) Prasarana pendidikan atau sekolah Pe-
merintah/Pemerintah Daerah; (q) Prasarana olah-
raga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan (r) Pasar 
umum dan lapangan parkir umum.
Sedangkan peraturan sebelumnya, yang termasuk 
bidang-bidang untuk kepentingan umum menu-
rut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 55 
Tahun 1993 adalah: (a) Jalan umum, saluran pem-
buangan air; (b) Waduk, bendungan dan bangunan 
pengairan lainnya termasuk saluran irigasi; (c) Ru-
mah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Ma-
syarakat; (d) Pelabuhan atau Bandara atau Terminal; 
(e) Peribadatan; (f) Pendidikan atau sekolahan; (g) 
Pasar Umum atau Pasar Inpres; (h) Fasilitas Pema-
kaman Umum; (i) Fasilitas Keselamatan Umum se-
perti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar; 
(j) Pos dan Telekomunikasi; (k) Sarana Olah Raga; 
(l) Stasiun Penyiaran Radio, Televisi beserta sarana 
pendukungnya; (m) Kantor Pemerintah; (n) Fasilitas 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 
Membahas permasalahan ruislag tanah wakaf tidak 
lepas dari peranan Nazhir. Nazhir sebagai pihak 
yang bertugas untuk memelihara dan mengurus 
wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam 
perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan 
nazhir dalam perwakafan sehingga berfungsi dan 
atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung 
pada nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berar-
ti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak ter-
hadap harta/benda yang diamanatkan kepadanya. 
Kekuasaan nazhir dibatasi dengan hak dan kewa-
jiban yang melekat padanya. 
Kewenangan Nadzir dalam melakukan perubahan 
peruntukan atau penggunaan lain daripada yang di-
maksud dalam Ikrar Wakaf berkaitan dengan tugas 
Nazhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2006 dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 
11 juncto Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang No-
mor 41 Tahun 2004. 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 
menjelaskan bahwa Nazhir mempunyai tugas: (a). 
Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 
(b). Mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan perun-
tukannya; (c). Mengawasi dan melindungi harta 
benda wakaf; (d). Melaporkan pelaksanaan tugas 
kepada Badan Wakaf Indonesia. Kemudian Pasal 
40 huruf (f) menyatakan bahwa harta benda wakaf 
yang sudah diwakafkan dilarang untuk ditukar. Se-
lanjutnya, Pasal 41 menyatakan bahwa, ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f (har-
ta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang 
untuk ditukar) dikecualikan apabila harta benda 
wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk ke-
pentingan umum sesuai dengan rencana umum tata 
ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ber-
tentangan dengan syariah, dan setelah memperoleh 
izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan 
Wakaf Indonesia, serta harta benda wakaf yang su-
dah diubah statusnya karena ketentuan pengecuali-
an, wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat 
dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan 
harta benda wakaf semula.
Sebelum berlakunya Undang-Undanag Nomor 41 
Tahun 204, kewenangan Nadzir dalam melakukan 
perubahan peruntukan atau penggunaan lain da-
ripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban 
Nazhir terhadap harta benda wakaf diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 juncto Pasal 10 ayat (2) hu-
ruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 
1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pe-
merintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwaka-
fan Tanah Milik bahwa, Nadzir berkewajiban untuk 
melaporkan, mengurus dan mengawasi kekayaan 
wakaf serta hasilnya, serta membuat laporan secara 
berkala atas semua hal yang menyangkut kekaya-
an wakaf. Apabila laporan yang dimaksud adalah 
mengenai perubahan status tanah milik yang telah 
diwakafkan dan perubahan penggunaannya, Nad-
zir wajib mengajukan permohonan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Agama untuk dilan-
jutkan kepada Menteri Agama cq Direktur Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam.
Sedangkan terhadap harta benda yang hendak di-
lakukan perubahan peruntukkan dan penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf, 
menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977, bahwa pada dasarnya terha-
dap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 
dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 
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Penyimpangan dari larangan melakukan perubah-
an peruntukan atau penggunaan lain daripada yang 
dimaksud dalam Ikrar Wakaf hanya dapat dilaku-
kan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih da-
hulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
Agama, yakni: (a). karena tidak sesuai lagi dengan 
tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif ; (b). ka-
rena kepentingan umum. Perubahan status tanah 
milik yang telah diwakafkan dan perubahan peng-
gunaannya sebagai akibat tersebut harus dilaporkan 
oleh Nadzir kepada Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat 
untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
Materi yang sama juga diatur dalam Pasal 220 jun-
cto Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 220 
menjelaskan bahwa, Nadzir berkewajiban untuk 
mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan 
wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan 
sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur oleh Menteri Agama. Nadzir diwajib-
kan membuat laporan secara berkala atas semua hal 
yang menjadi tanggung jawabnya tersebut kepada 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 
dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamat-
an dan Camat setempat. kemudian, terkait dengan 
adanya perubahan peruntukan tanah wakaf, Pasal 
225 menjelaskan bahwa, pada dasarnya terhadap 
benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilaku-
kan perubahan atau penggunaan lain dari pada 
yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan 
untuk melakukan perubahan atau penggunaan lain 
dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf hanya 
dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah 
terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasar-
kan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat 
setempat dengan alasan: (a). karena tidak sesuai lagi 
dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; 
(b). karena kepentingan umum.
Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2006 menjelaskan, Proses penukaran terhadap harta 
benda wakaf yang akan diubah statusnya dilaku-
kan oleh Nazhir dengan mengajukan permohonan 
tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan 
Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan 
alasan perubahan status/tukar menukar tersebut. 
Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan 
tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabu-
paten/kota. Kepala Kantor Departemen Agama Ka-
bupaten/Kota setelah menerima permohonan ter-
sebut membentuk tim, selanjutnya bupati/walikota 
setempat membuat Surat Keputusan.
Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/
Kota meneruskan permohonan tersebut dengan di-
lampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kan-
tor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selan-
jutnya meneruskan permohonan tersebut kepada 
Menteri. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis 
dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan 
dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke Kan-
tor Pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pen-
daftaran lebih lanjut.
Selanjutnya, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004 menjelaskan bahwa, dalam hal harta 
benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, 
Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali ke-
pada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf 
Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau 
diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentu-
an yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta 
benda wakaf.
Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2006, pendaftaran sertifikat tanah wakaf di-
lakukan berdasarkan AIW atau APAIW. Apabila 
tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan 
menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir. Terhadap 
tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian 
dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecah-
an sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian 
didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Naz-
hir. Sedangkan  terhadap tanah yang belum 
berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik 
adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf 
atas nama Nazhir. Jika hak atas tanah berupa hak 
guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di 
atas tanah Negara harus mendapatkan persetujuan 
pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bi-
dang pertanahan untuk didaftarkan menjadi tanah 
wakaf atas nama Nazhir. Sedangkan terhadap tanah 
Negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, 
mushala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf 
atas nama Nazhir. Selanjutnya pejabat yang berwe-
nang di bidang Pertanahan Kabupaten/Kota setem-
pat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan 
pada buku tanah dan sertifikatnya.
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah 
menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Agama No-
mor 73 Tahun 2013 harus didaftarkan pada instansi 
yang berwenang di bidang pertanahan dalam hal ini 
adalah Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor 
Pertanahan berdasarkan AIW atau APAIW dengan 
mengajukan permohonan atas nama Nazhir dengan 
melampirkan: (a) Sertifikat hak atas tanah atau ser-
tifikat hak milik atas satuan rumah susun yang ber-
sangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah Iain-
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nya; (b) Surat pernyataan dari yang bersangkutan 
bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, 
sitaan, dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh 
kepala desa/lurah atau sebutan lain yang setingkat, 
yang diperkuat oleh camat setempat; (c) Surat per-
setujuan dari suami/istri apabila benda wakaf meru-
pakan harta bersama; (d) Surat persetujuan dari ahli 
waris apabila benda wakaf merupakan harta waris; 
(e) Izin dari pejabat yang berwenang sesuai keten-
tuan peraturan perundang-undangan dalam hal 
tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pe-
merintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah, dan pemerintahan desa atau 
sebutan lain yang setingkat dengan itu; (f) Izin dari 
pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat 
dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin 
pelepasan/peralihan; dan (g) Izin dari pemegang 
hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna 
bangunan atau hak pakai yang diwakafkan diatas 
hak pengelolaan atau hak milik.
Sering kita mendengar bahwa selain untuk kepen-
tingan umum, tukar menukar (ruislag) harta benda 
wakaf di masyarakat juga dilakukan tukar menukar 
(ruislag) untuk kepentingan bisnis. Kepentingan 
bisnis disini adalah kepentingan bisnis dari pihak 
penukar, bahkan adakalanya untuk kepentingan 
bisnis kedua belah pihak yaitu pihak Nazhir dan pi-
hak penukar. Nazhir sebagai pihak pengelola harta 
benda wakaf telah sepakat dengan pihak penukar 
untuk melakukan ruislag harta benda wakaf menu-
rut tata cara yang disepakati. 
Kepentingan bisnis adalah kepentingan atas kese-
luruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang 
atau badan secara teratur dan terus menerus, baik 
berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau 
jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual-
belikan, pertukarkan, atau disewagunakan dengan 
tujuan mendapatkan keuntungan. Apabila kepen-
tingan bisnis tersebut dikaitkan dengan harta ben-
da wakaf yaitu dalam hal dilakukan tukar menukar 
harta benda wakaf untuk kepentingan bisnis, maka 
peristiwa tukar menukar harta benda wakaf untuk 
alasan kepentingan bisnis tersebut perlu ditinjau 
dari alasan tukar menukar harta benda wakaf yang 
diatur dalam peraturan perwakafan yang berlaku. 
Peraturan perwakafan yang berlaku, baik dalam Un-
dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
maupun peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pe-
merintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Ta-
nah Milik dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 
telah mengatur mengenai alasan-alasan untuk dila-
kukannya tukar menukar (ruislag) terhadap harta 
benda wakaf. Alasan tukar menukar menurut Pasal 
41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah, 
harta benda wakaf dapat ditukar apabila akan di-
gunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan 
Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan tidak bertantangan dengan syariah. 
Sedangkan menurut Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
No. 28 Tahun 1977 dan Pasal 225 Kompilasi Hukum 
Islam menjelaskan bahwa, pada dasarnya terhadap 
tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat di-
lakukan perubahan peruntukan atau penggunaan 
lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 
Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat 
dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 
Agama yakni, (a) Karena tidak sesuai lagi dengan 
tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, (b) Ka-
rena kepentingan umum.
Ketiga peraturan perwakafan tersebut diatas dengan 
tegas menyatakan bahwa hanya dengan alasan un-
tuk kepentingan umum sebagai alasan kepenting-
an yang diatur dalam peraturan perwakafan untuk 
dapat dilakukannya tukar menukar (ruislag) harta 
benda wakaf. Alasan kepentingan bisnis bukanlah 
alasan kepentingan yang diatur dalam peraturan 
perwakafan. Alasan tukar menukar (ruislag) untuk 
kepentingan bisnis merupakan alasan yang berdiri 
sendiri dan belum diatur dalam peraturan perwaka-
fan maka perlu ditinjau secara seksama.
Kegiatan bisnis dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan atau bagi perusahaan 
tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup perusahaan dan pertumbuhan perusahaan 
serta sebagai tanggung jawab sosial. Kegiatan bis-
nis dapat dijalankan melalui kegiatan perdagangan 
(commerce), seperti dealer, agen, grosir dan eceran. 
Kegiatan bisnis melalui industri (industry), seperti 
industri pakaian, pertambangan, perkebunan, dan 
pembuatan gedung. Kegiatan bisnis untuk kegiatan 
jasa (service), seperti perhotelan, asuransi, perbank-
an, dan konsultan.
Perkembangan aktifitas bisnis yang demikian maju 
membutuhkan perangkat hukum yang responsif 
dan terbaru sesuai dengan perubahan yang ada. Sa-
lah satu komponen perangkat hukum yang sangat 
penting adalah perundang-undangan. Dalam kon-
teks preventif/pencegahan, keberadaan perundang-
-undangan dituntut mampu berada pada posisi be-
berapa langkah didepan, sehingga sebelum terjadi 
suatu fenomena yang membutuhkan rujukan pe-
rangkat tersebut telah siap untuk menjadi pedoman 
atas fenomena tersebut.
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Sehubungan dengan kegiatan bisnis yang berkaitan 
dengan tukar menukar tanah. Hukum Tanah Nasio-
nal menyediakan berbagai cara untuk memperoleh 
tanah untuk pembangunan yang diperlukan, baik 
oleh perorangan maupun badan hukum. Bahwa ta-
nah yang diperoleh tersebut wajib dikuasai secara 
legal, baik ditujukan untuk keperluan pribadi, ke-
giatan usaha (bisnis) maupun untuk keperluan in-
stansi Pemerintah. Pihak-pihak terkait perlu untuk 
memahami sistem perolehan tanah dalam Hukum 
Tanah Nasioanal. Hukum Tanah Nasional menyedi-
akan berbagai cara untuk memperoleh tanah sesuai 
dengan keperluan yang ketentuan-ketentuannya. 
Status tanah berupa tanah Negara dan Tanah Hak, 
seperti Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak 
Pengelolaan.
Pada hakekatnya pengadaan tanah terkait erat de-
ngan tata cara memperoleh tanah yaitu, prosedur 
sesuai dengan ketentuan hukum yang harus ditem-
puh dengan tujuan untuk menimbulkan suatu hu-
bungan hukum antara subjek tertentu dengan tanah 
tertentu. Menggunakan tata cara pencabutan hak 
yang dilanjutkan dengan permohonan dan pem-
berian hak atas tanah jika tanah yang diperlukan 
berstatus tanah hak, pemilik tanah tidak bersedia 
menyerahkan tanahnya dan tanah tersebut diperun-
tukan bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepen-
tingan umum.
Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan bis-
nis/swasta yang paling tepat adalah mengguna-
kan acara Pelepasan Hak yang dilanjutkan dengan 
mengajukan permohonan dan pemberian hak atas 
tanah. Hal ini karena pihak swasta adalah suatu 
subyek hukum dengan status Badan Hukum, di-
mana sesuai dengan ketentuan Hukum Tanah Na-
sional Badan Hukum tidak diperbolehkan untuk 
memiliki Tanah Hak atau Hak Ulayat.
Pada masa sebelum berlakunya Keppres Nomor 55 
Tahun 1993 pihak swasta dapat menggunakan Lem-
baga Pembebasan Tanah. Dengan berlakunya Kepp-
res Nomor 55 Tahun 1993 maka menjadi jelas bahwa 
untuk kepentingan bisnis/swasta pengadaan/peng-
ambilalihan tanah harus dilakukan langsung antara 
pihak swasta dengan para pemegang hak atas ta-
nah, bangunan, tanaman serta benda-benda lainnya 
yang ada diatasnya dengan cara: jual beli, tukar me-
nukar atau atau cara lain berdasarkan musyawarah. 
Pembatasan untuk “Kepentingan Umum” inilah 
yang menyebabkan pihak swasta terkendala untuk 
menggunakan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 seba-
gai landasan hukumnya.
Melakukan tukar menukar (ruislag) tanah wakaf 
untuk kepentingan bisnis adalah bentuk lain dari 
kepentingan hukum dalam melakukan ruislag har-
ta benda wakaf. Kepentingan bisnis adalah kepen-
tingan sebagian kecil orang atau badan yang bertu-
juan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan 
menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Ta-
hun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf 
dapat ditukar (diruislag) apabila akan digunakan 
untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana 
Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
tidak bertantangan dengan syariah. Kepentingan 
umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan ma-
syarakat yang digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat.
Kepastian Hukum Atas Kewenangan Nazhir 
Dalam Melaksanakan Ruislag Tanah Wakaf 
Untuk Kepentingan Bisnis
Kepastian hukum menunjukkan kepada perilaku 
yang jelas, tetap, konsiten dan konsekuen, yang 
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kea-
daan-keadaan yang bersifat subjektif (Tanya, et al., 
2013). Kepastian hukum menuntut suatu lalu lin-
tas hukum dalam kehidupan masyarakat dimana 
memerlukan alat bukti yang menentukan dengan 
jelas hak dan kewajibang seseorang sebagai subjek 
hukum dalam masyarakat, agar Nazhir mempunyai 
peranan didalam hubungannya dengan masyarakat 
yang dapat memberikan kepastian hukum hak dan 
kewajiban individu dan kelompok masyarakat da-
lam melaksanakan hak dan kewajibannya membe-
rikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 
terhadap pihak-pihak yang telah mewakafkan harta 
bendanya 
Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat 
dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hu-
kum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan ke-
hilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan 
pedoman berprilaku bagi semua orang. Ubi jus in-
centum, ibi jus nullum: dimana tiada kepastian hu-
kum, disitu tidak ada hukum (Tanya, et al., 2013)
Begitu juga dalam melaksanakan hak dan kewa-
jibannya, Nazhir harus berdasarkan asas tersebut. 
Dari tiga asas tersebut ada satu asas yang akan 
penulis hukum kaji adalah asas kepastian hukum. 
Apa yang telah diatur dalam hukum, itu harus di-
taati dan menjadi keputusan. Dari pengertian dari 
kepastian hukum tersebut sudah jelas bahwa ru-
islag harta benda wakaf yang dilakukan berdasar-
kan kewenangan nazhir dalam perbuatan hukum 
dimaksud para nazhir mengetahui setiap hak dan 
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kewajibannya sehingga dapat terhindar dari seng-
keta kemudian hari. Sedangkan pengertian kepas-
tian hukum secara normatif adalah ketika suatu 
peraturan dibuat dan diundang-undangkan secara 
pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 
dalam arti tidak menimbulkan keraguan-keraguan 
(multi-tafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sis-
tem norma dengan norma lain yang tidak berben-
turan atau menimbulkan konflik norma. Konflik 
norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan 
dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma 
ata distorsi norma.
Kepastian hukum menunjukan kepada pemberla-
kuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan kon-
sekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipenga-
ruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut 
Wriedman bahwa untuk mewujudkan “kepastian 
hukum” paling tidak haruslah didukung oleh un-
sur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, 
aparatur hukum, dan budaya hukum. Unsur per-
tama “substansi hukum” berbicara tentang isi da-
ripada ketentuan-ketentuan tertulis dari hukum 
itu sendiri. Unsur kedua “aparatur hukum” adalah 
perangkat berupa sistem tata kerja dan pelaksana-
an daripada apa yang diatur dari substansi hukum 
tadi. Sedangkan unsur yang terakhir adalah “buda-
ya hukum” adalah yang menjadi pelengkap suatu 
untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum, 
adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas 
ketentuan hukum dan aparatur hukumnya. Unsur 
budaya hukum ini juga tidak kalah penting dari ke-
dua unsur diatas karena tegaknya peraturan-pera-
turan akan sangat bergantung kepada “budaya hu-
kum” masyarakat (Tanya et al., 2013).
Mengetahui kedudukan dan status hukum suatu 
benda menjadi hal penting agar mudah diketahui 
kedudukan hukum benda tersebut termasuk ba-
gaimana hak kepemilikanya. Realita kehidupan 
menunjukan bahwa masih banyak kasus sengke-
ta wakaf muncul ke permukaan. Hal ini membuk-
tikan bahwa pada masa lalu orang mewakafkan 
harta bendanya untuk kegiatan keagamaan hanya 
didasari rasa ikhlas berjuang membesarkan agama 
Islam tanpa memerlukan adanya bukti tertulis, ini 
disebabkan karena perwakafan dalam literatur fiqh 
tidak harus tertulis. Apalagi sebelum keluarnya Per-
aturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Obyek Milik, perwakafan obyek milik 
tidak diatur secara tuntas dalam bentuk hukum po-
sitif dan belum ada penegasan bahwa Ikrar Wakaf 
itu harus tertulis dalam bentuk Ikrar Wakaf. Data 
yang dikutip diatas, memperlihatkan banyak ob-
yek wakaf yang tidak sedikit dari obyek wakaf yang 
tidak bersertifikat. Dan pada waktu yang lampau, 
perubahan status obyek yang diwakafkan dapat di-
lakukan secara sepihak oleh Nazhirnya. Hal ini ter-
utama disebabkan karena adanya beraneka ragam 
perwakafan (perwakafan keluarga, wakaf umum, 
dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan harus 
mendaftarkan harta diwakafkan sebagai badan hu-
kum.
Hukum harus pasti karena hal yang bersifat pasti 
dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kebe-
narannya dan demi tercapainya tujuan hukum yang 
menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, 
dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian 
hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan 
umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat pada 
sisi yang lain. Hukum harus dilaksanakan dan di-
tegakkan secara adil. Setiap orang mengharapkan 
dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristi-
wa konkrit. Bagaimanapun juga hukumnya, maka 
itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak 
diperbolehkan menyimpang sebagaimana sebuah 
pepatah menyatakan, meskipun dunia ini runtuh 
hukum harus ditegakkan. Begitu juga asas keman-
faatan, kenyataan bahwa banyak obyek wakaf yang 
dilakukan tukar menukar (ruislag) yang tidak se-
suai dengan peruntukan sebagaimana dinyatakan 
dalam ikrar wakaf. Kompetensi Nazhir benar-benar 
diutamakan.
Dengan demikian, untuk menjamin kepastian hu-
kum terhadap kewenangan Nazhir yang telah me-
laksanakan ruislag tanah wakaf untuk kepenting-
an bisnis tekstil, berdasarkan putusan Peninjauan 
Kembali (PK) No. 27 PK/AG/2008 Nazhir terbukti 
telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Se-
harusnya, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Un-
dang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nazhir dalam 
melakukan (tukar menukar) ruislag tanah wakaf 
haruslah untuk kepentingan umum sesuai dengan 
rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku dan tidak bertentangan dengan syariah, setelah 
memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetu-
juan Badan Wakaf Indonesia. Apabila Nazhir mela-
kukan ruislag tanah wakaf untuk kepentingan bis-
nis tekstil dan hanya berdasarkan Akta Pengikatan 
untuk Tukar-Menukar No. 13 tanggal 16 April 2002 
yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Dewi, di Bo-
gor. Perbuatan hukum Nazhir berdasarkan putus-
an Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat 
dan dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali 
(PK) Mahkamah Agung No. 27 PK/AG/2008 adalah 
Perbuatan Melawan Hukum, sehingga akta tukar 
menukar tersebut dibatalkan. 
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Penyimpangan dalam ruislag tanah wakaf diatas 
dapat dihindari apabila proses perwakafan tanah 
dilakukan sesuai prosedur berlaku dengan meng-
gunakan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan sampai 
dengan terbitnya Sertifikat Tanah Wakaf.
Simpulan
Penerapan hukum untuk melakukan tukar menu-
kar (ruislag) tanah wakaf untuk kepentingan bisnis 
adalah salah satu dari bentuk lain kepentingan hu-
kum dalam melakukan ruislag harta benda wakaf 
yang tidak diatur dalam peraturan perwakafan. 
Pelaksanaan ruislag tanah wakaf yang dilakukan 
oleh Nazhir berdasarkan kewenangannya untuk 
kepentingan bisnis secara normatif dikaitkan de-
ngan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan Perbuatan 
Melawan Hukum karena melakukan ruislag tanah 
wakaf untuk kepentingan bisnis tekstil yang berten-
tangan dengan ketentuan Peraturan Perwakafan. 
Demi menjamin kepastian hukum, maka perbuatan 
hukum Nazhir yang telah melakukan ruislag tanah 
wakaf untuk kepentingan bisnis tekstil berdasarkan 
hukum merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 
Akibat hukum terbuktinya suatu Perbuatan Mela-
wan Hukum maka Nazhir atau pihak yang dirugi-
kan akibat dilakukannya ruislag tanah wakaf dapat 
menuntut ganti kerugian
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